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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia dijamin hak asasinya untuk hidup
sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat, sebagaimana dia lisit dalam Pasal 28H ayat (1)
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Secara yuridis, dasar hukum utama yang mengarahkan cara
penanganan perumahan dan permukiman kumuh secara nasional adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang selanjutnya disebut Undang-Undang PKP. Aturan ini secara
jelas memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk

melakukan upaya pencegahan, peningkatan kualitas, dan peremajaan kawasan

! Caecilia Waha, “Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Di
Perkotaan,” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 1, no. 2 (2014): 86.



permukiman yang terindikasi kumuh sebagai bagian dari tanggung jawab
negara. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa setiap pembangunan
harus dilakukan dengan mempertimbangkan, tipologi, ekologi, budaya, serta
aspek keselamatan dan keamanan di setiap daerah. Semua ini memerlukan
adanya serangkaian tindakan hukum administrasi yang terencana, terarah, serta
memiliki dasar legalitas yang absolut atau jelas.

Selain itu U
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ini diatut dalam Pasal P yang berbunyi: “(3)
Pencegahan dan penirig@hatan . han kumuh dan

permukiman kumuh sebagaiman d eda ayat (1) wajib dilakukan
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Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan wujud komitmen

mengandalk3d

berjalan optimal

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), untuk mengimplementasikan Agenda 2030 yang memuat 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati secara global, salah satu
tujuannya yaitu Kota dan Permukiman Berkelanjutan.? Dalam kebijakan

RPJMN 2020-2024 yang sesuai dengan program SDGs ini adalah

2 Firman Hidranto, “Indonesia di Jalan Menuju SDGs 2030: Tantangan dan Komitmen
Pembangunan



“(1) penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan
penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung terkait
kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha; 2)
Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah; dan (3) Pengembangan
infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital,
pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana oleh dunia usaha melalui
program CSR (Corporate Social Responsibility), serta restorasi dan
konservasi daerah aliran sungai.”

Menurut Buku Panduan SDGs, target dari SGDs ini salah satunya juga

berkaitan dengan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yaitu
. a EFHIIH ERS[[AS MMS& mpattinpgal yang layak,

aman, terjangkau, dan layanan dasar, serta mengatur area [perumahan dan

Npbmor 23 Tahun

2014 tent

lengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ] . enetapkan bahwa

masalah e dalam urusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ... d. Perumahan
rakyat dan kawasan permukiman,”

Kewenangan ini membuat Pemerintah Kota harus mengambil langkah-
langkah aktif untuk membuat kebijakan dan program khusus yang dapat

menangani masalah kekumuhan. Langkah-langkah yang diambil oleh

Pemerintah Daerah harus dianggap sebagai Bestuurshandelingen atau tindakan

Berkelanjutan,” Indonesia.go.id, 27 September 2024, diakses 12 November 2025, https://indonesia.go.
id/kategori/editorial/8618/indonesia-di-jalan-menuju-sdgs-2030-tantangan-dan-komitmen-
pembangunan-berkelanjutan?lang=1.



administrasi negara.® Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan

kewenangan di tingkat daerah harus dinilai berdasarkan ketaatan terhadap
prosedur dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perencanaan

untuk pembangunan daerah disusun dalam jangka waktu tertentu. Ini

mencakup Rencan vﬁﬁgﬁ ﬂ?iNPﬁxa PJP) daerah yang berlaku

selama 20 fahun, Rl!N embangunan enenga]h (RPJM) daerah

setiap tahun yang dikenal Sebagai

yang berlaku selama 5 tahun, dg
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dak~dapat dihuni akibat ketidakteraturan
struktur, densitas bangunan yang sangat tinggi, serta mutu bangunan dan
fasilitas yang tidak memenuhi standar. Pemerintah pusat melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman telah menjelaskan berbagai kriteria kekumuhan yang

SMuhammad Adiguna Bimasakti, “Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan
Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan,” Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 1 (2022): 71, https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2
022.64-92.

4 Emil Salim dan Agustina Setiawan, “Efektivitas Dinas Perumahan Dan Permukiman Dalam
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2022 Di
Kota Bogor,” Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Illmu Pemerintahan 1, no. 1 (2024): 57,
https://doi.org/10.36859/prinsip.v1il.2921.



menjadi acuan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kriteria ini
mencakup gedung, jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran drainase,
pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan/atau perlindungan dari
kebakaran, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016

Pasal 108 ayat (1). Dalam Pasal 112 ayat (1) juga menyatakan penentuan pola

xasi kekumuhan

—

pembang

yang adal
P satunya adalah
mengatas | dengan apa yang
dinyatakan dalam Unda ; ) ihwa perencanaan

area perrhukiman harus mencakupy: ] dyp perkotaan atau

pedesaar; tdu peningkatan

pemerintah bersegi satu (Eenzijdige Publiek Rechtshandelingen) yang menjadi
dasar hukum bagi setiap tindakan kebijakan di wilayah tersebut.® Tanpa adanya
penetapan resmi ini, semua upaya fisik atau penegakan yang dilaksanakan oleh

dinas teknis akan dianggap tidak sah.

5 Raudatul Jannah Lahya dkk., “Efektivitas Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota
Makassar,” Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 5, no. 2 (2024): 252,
https://doi.org/10.26618/kimap.v5i2.14153.

®Muhammad Adiguna Bimasakti, "Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi
Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah," https:/ptun-
makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-
hukum-perdata-oleh-pemerintah/, diakses pada 6 November 2025.



https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/
https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/
https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/

Pemerintah Kota Padang Panjang sendiri telah mengambil langkah
yang signifikan dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh Di Kota Padang Panjang, untuk secara resmi menetapkan luas
perumahan dan permukiman kumuh baru seluas 47,718Ha dengan persentase
besar 2,07% luas wilayah Kota Padang Panjang.

Di Kota Padang Panjang, pengelolaan perumahan dan permukiman

kumuh ditanganj ﬁ ERS[T ﬁmﬁﬁ LAS asan Permukiman dan
i LH). Penga ini

Lingkungah Hidul FerdapaJt jalam Peraturan

Walikota) (PerWako) Padang gor 18 Tahun 2019 tentang

N
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Kepala Dinas memegang tanggung jawab manajerial secara menyeluruh
terhadap kedua sektor tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
PerWako Nomor 18 Tahun 2019. Struktur organisasi yang mengintegrasikan
dua urusan besar ini menciptakan tantangan dalam hal distribusi sumber daya
manusia dan alokasi anggaran. Adanya kompleksitas dalam pembagian

prioritas kerja di tingkat pimpinan dinas berpotensi menimbulkan ambiguitas



dapat menyebabkan ketidakefektifan kebijakan dan hambatan dalam
pengambilan keputusan strategis terkait penanganan perumahan dan
permukiman kumuh di Kota Padang Panjang.’

Dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Nomor 050/09A/PERKIMLH-

PP/1/2020 tentang %tngﬁﬁﬂs (ﬂﬁ)ﬁa inas Perumahan, Kawasan
= AlAs

Permukiman dan L /gkmam menyatakan bahwa
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Seksi-seksi ini terdir 4 1 an, Pgngawasan dan
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infrastruktur umum d1 In1 termasuk perbaikan atau

pemeliharaan jalan setempat, pembuatan saluran drainase, dan pembangunan
bangunan untuk melindungi lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan program
ini adalah tindakan konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup
warga di area yang sudah ditetapkan sebagai perumahan dan permukiman

kumuh. Selain itu, Seksi Pengawasan memiliki peran penting dalam

7 Firna Novi Anggoro, “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan
Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN,” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 10, no.
4 (2016): 649.



pencegahan, dengan tugas untuk mengontrol pembangunan agar tidak terjadi
pembentukan perumahan dan permukiman kumuh yang baru.®

Pada tahun 2014 Dinas PKP-LH telah menetapkan perumahan dan
permukiman kumuh di Kota Padang Panjang seluas 52,1797 Ha dengan lokasi

yang berbeda. Kawasan tersebut telah selesai ditangani 100% sampai pada

tahun 2019. Capaj ]UﬁW‘ERgFFA%MTﬁg dan permukiman kumuh
sangat didorong o inergi dengan Program Ko [npa 1Lr nuh (KOTAKU)

yang bdrfungsi sebagai fagi

di daerah yang

dilaksanakan oleh Tim P

Berdasarkan D {8 (3 ota/Padan o PTnjang Tahun 2023
menyatakan bahwa padz? perumahan dan

permukimman kumuh dengan wilayah . Padn tahun 2022 ini

tidak tengap ' tetangani dengan
baik. Jikghtiba an dengan r oty - tahe 2019 hingga 2021
NS P i e
jumlah wil gy r‘ b, d oDl m“&i\;«~ Ll demad sebesar 24,429 Ha
: EDJAJAA '
dengan ca Lﬁbgcmg " elurahan di Kota

kumuh pada tahun 2021 di antaranya, Silaiang Ateh, Balai-Balai, Pasar Usang,
Tanah Hitam, Koto Katik dan Tanah Pak Lambik.!” Sehingga, jika dilihat
secara kasar maka pada tahun 2022 terjadi penambahan jumlah wilayah yang

kembali kepada angka 47,7179 Ha.'! Data ini mengindikasikan bahwa

8 Ibid.

% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020, (Padang Panjang: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup, 2021), hlm.16.

10 Spiritsumbar.com, “Area Kawasan Kumuh di Padang Panjang Turun dari 44,7 Ha ke 24,4
Ha”, Arca Kawasan Kumuh di Padang Panjang Turun dari 44,7 Ha ke 24.4 Ha — Spiritsumbar, diakses
pada 27 September 2025.

"' Ampera, Statistik Sektoral Kota Padang Panjang, Padang Panjang: Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Padang Panjang, 2023, him. 34.



https://www.spiritsumbar.com/area-kawasan-kumuh-di-padang-panjang-turun-dari-447-ha-ke-244-ha/

meskipun antara tahun 2019 hingga 2021 terjadi penurunan yang signifikan
dan tujuh kelurahan sudah ditangani, luas wilayah kumuh malah kembali
kepada angka awal, yang menunjukkan ketidakberhasilan dalam menjaga dan
mencegah masalah tersebut.

Keberadaan perumahan dan permukiman kumuh dapat membawa

sekitar, d1. pdt menyebabkan

risiko pe efidarah; b. Risiko
bencana, rmukiman kumuh
dapat m¢ nyelamatan jika
terjadi bg Criminalitas dan

keamanal i|memungkinkan

orang asing serino kali j A 10 _meldkukan tindakan

vanan keamanan,

K] ¢ dan permukiman

kumuh te e 4: ;: Gapyangang
o

anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 sebagai respons terhadap Pandemi
COVID-19. Kebijakan darurat ini secara langsung menyebabkan pengurangan
besar pada kegiatan pembangunan dan perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas
Umum (PSU) di area permukiman.!’ Penanganan daerah kumuh di Kota

Padang Panjang masih didasarkan kepada Keputusan Walikota (SK) yang

12 Mohammad Agung Ridlo, “Dampak Negatif Keberadaan Permukiman Kumuh dan Liar di
Indonesia,” Kompasiana, 22 Agustus 2025, https://www.kompasiana.com/mohammadagungridlo7217
/68a88116¢925¢c4120c4baefS/dampak-negatif-keberadaan-permukiman-kumuh-dan-liar-di-
indonesia, diakses pada 12 Agustus 2025.

13 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020, hlm. 6.



https://www.kompasiana.com/mohammadagungridlo7217/68a881f6c925c4120c4baef5/dampak-negatif-keberadaan-permukiman-kumuh-dan-liar-di-indonesia
https://www.kompasiana.com/mohammadagungridlo7217/68a881f6c925c4120c4baef5/dampak-negatif-keberadaan-permukiman-kumuh-dan-liar-di-indonesia
https://www.kompasiana.com/mohammadagungridlo7217/68a881f6c925c4120c4baef5/dampak-negatif-keberadaan-permukiman-kumuh-dan-liar-di-indonesia

menetapkan lokasi, bukan pada Peraturan Daerah (Perda) teknis yang
menyeluruh. Ketidakhadiran Perda ini dapat mengurangi kepastian hukum dan
legitimasi tindakan Dinas PKP-LH, terutama terkait dengan penegakan, sanksi
administrasi, atau rencana pendanaan yang berkelanjutan. Selain itu,
keterbatasan SDM dalam membuat regulasi juga sering menjadi hambatan bagi
pemerintah daerah.

Sementara itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji

strategi kompre G‘Ma ermukiman di Kota
gi kompreh UNWERSTmSgAWA&s h p k di K
ang-meficakup upaya pencegahan ¢

cakup upaya penc tlmbuln d perumahan dan

Padang Ranjang, y

permukiman kumuh baru sertg 5 pada kawasan

yang telah terindikasi permasalahan
permukiman perkotaa ¢ Ty rikan kontribusi
il penelitian ini

diharapk Panjang untuk

mencipt3 berkelanjutan

peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di wilayah Kota
Padang Panjang melalui penelitian yang berjudul: “UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH OLEH

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG”.

10



. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang dilakukan oleh Dinas PKP-LH Kota Padang Panjang?

2. Bagaimana upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas PKP-LH Kota Padang

Panjang?

. Tujuan Penelitia r’/—;—_——-—\*\-
TujJuan yang—heﬁdaluN:la E SITAS A DALA&&I&—

paya pencegah%n yang dilakukan

1. Untuk mengetahui dan menga

oleh |Dinas PKP-LH | loya 1 dan permukiman
kumuh baru di Ko
an kualitas yang

2. Untuk mengetahui

dilakpkan oleh Dinas PKP- dan permukiman

bidang ilmu hukum.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang
didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan
dalam masyarakat.

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi

penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

11



2. Secara Praktis
a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu,
pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
b. Bagi individu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas
pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum.
c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

informasi dan anan kawasan kumubh.

/)ﬁm&haw
UNIVERSITAS ANDA(Ag
al?//"r—_—_—\\

eneliti

ntuk mencapai tujuan g enelitian ini, ma{c metode-metode

jawaban atas

bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Kota Padang
Panjang mengacu pada hukum positif yang berlaku.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pada saat peneliti

melakukan analisis yang bertujuan untuk menyajikan sebuah gambaran

4 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi penelitian hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 42.
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atau penjelasan mengenai subjek dan objek yang diteliti sesuai dengan hasil
dari penelitian yang dilakukan.'?
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek

peneliMa primer ini, penulis
UN NE’RSiTRMND*R[As

.melak Wwawancara dengan m Perumahan dan
Permukiman, Ding Ee 'mukiman, dan
Lingkungan J masyarakat yang
uh Kota Padang

aWwancara tersebut

elitian ini.

yang kuat secara mendalam.!” Dalam konteks penelitian hukum,

data sekunder terbagi menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:
a) Bahan Hukum Primer
Adapun bahan hukum primer merujuk kepada sumber hukum

yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, yang

15 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

16 Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-
Doktrinal, CV Social Politic Genius, Makassar, hlm. 52.

17 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 113.
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disusun dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Secara
umum bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman.

m Tahun 2014 tentang
—" NIVERSITAS ANDLAS

tintahan Daerah.

or 12 Tahun 2021 tentang
Nomor 14 Tahun

hdn dan Kawasan

hup 2016 tentang

Permukiman.

(7) Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang
Panjang Nomor 050/09A/PERKIMLH-PP/1/2020 tentang
Indikator Kinerja (IKI) pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang

Panjang.
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(8) Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun
2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Di Kota Padang Panjang.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang
memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, serta memuat

uraian teoritis i _ketentuan peraturan perundang-

ng terditi pendapat ahli

—

u, jurnal ilmiah,
serta dokugg ' an yang |digunakan untuk
mempey ‘

Bahan m Ta

Bahan hukum ter§Tay| #Pamel bahan yang memberikan

juk maupun peg erhadap bahap ukum primer dan
/ p kamus-kamus
Q A ang digunakan

yang ditemukan

b. Sumber Data
1) Penelitian Lapangan (Field Research)
Data lapangan yang diperlukan sebagai data primer yang diperoleh
melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki

kewenangan dan informasi terkait objek penelitian yang dilakukan

18 Ibid., hlm 114.
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di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan
yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku,
dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji

bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Guna

menduMustaka ini dilakukan di
menikert SFERSITAS ANDATE

beber at, antara lain:

a) Perpustakaan F3 ndalas;

memuat referensi

terkait pe ' oleh penulis.

4. Meto

Wawancara dilakukan dengan bentuk wawancara semi-
terstruktur, yaitu wawancara yang berlandaskan pada daftar pertanyaan
yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah, namun tetap
memberikan ruang bagi pengembangan pertanyaan lanjutan selama
proses wawancara berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan

informasi yang lebih mendalam dan valid. Dalam penelitian ini,
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wawancara dilakukan dengan pihak instansi terkait dengan upaya

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh Kota Padang Panjang, antara lain:

1) Hengky Wijaya selaku Kepala Bidang Perumahan dan
Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

2) Wawania‘r}dmga'n'l’framra'kat-—yarlgg_rggal di perumahan kumuh

dan-penulullya RSITA A aAL&Sr}ang,—dﬂ Aintaranya yaitu:

a) Elfar Mulia selakudsetyg RT 19 Kelurahan Fallai-Balai;

pung Manggis;

gic ffj melalui teknik
£

B #tdah ditetapkan oleh

atau mengarah pada data yang diperlukan.”

b. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis. Teknik
ini bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan

penelitian, serta digunakan untuk menelaah data-data yang diperoleh di

19 Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media,
Yogyakarta, him. 144.
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lapangan dan memiliki keterkaitan dengan langsung dengan
permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
5. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Seluruh data yang telah diperoleh dari hasil temuan lapangan

maupun dari sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan

terlebih dahulu dilak s _pemeriksaan data (editing), yaitu
pEnulisan UIHIM Iﬁﬂﬂqﬂsﬂmmg crole

diperlukan bisa dilengkapi jika terdapat materi h}.lkll’n yang masih

-
kiirang serta men gt

ar semua yang

ang tela[ ditemukan oleh

peneliti ke da agngerti.?’ Proses

Q
==
—
>
[0)<)
[y
=
Pk o
(O
=
)
(ol
_g_
S

yang dianalisis

enelitian ini.

naratif berupa penjelasan dari berbagai sudut pandang, seperti pendapat
para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil yang

ditemukan langsung di lapangan.

20 Tka Atikah, Metode Penelitian Hukum, 1 ed. Sukabumi: CV Haura Utama, 2022, hlm. 73.
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